KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 35¢ /KPTS/DLHP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS SISTEM PEMBERIAN REMUNERASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2023
tentang Sistem Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis
Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim
Perumus Sistem Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

o ,ﬁ/




KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :
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d. melakukan evaluasi data dan penerapan bobot
pendapatan setiap pegawai BLUD; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Perumus
Sistem Pemberian Remunerasi kepada Pimpinan BLUD.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan
Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 o 2024

Pj. GUBERNUR S ERA SELATAN
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A. FATONI

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang




